
2. Undang . 

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

Mengingat 

Teknis Daerah Kota Sibolga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 

Tahun 210QB tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
. • .. ~ .. ·!.:-:.. 

'· 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 

344/MENKES/SK/V /2009, tanggal 07 Mei 2009 tentang 

Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. F.L. 

Tobing Sibolga Milik Pemerintah Kota Sibolga Provinsi 

Sumatera Utara, maka Peraturan Daerah Kota Sibolga 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga perlu dilakukan 

penyesuaian dan perubahan; 

WALIKOTA SIBOLGA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 12 TAHUN 2008 

TENT ANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SIBOLGA 

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NOMOR 7 TAHUN 2010 

/ 

TENTANG 



8. Peraturan. . 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

ten tang 2004 Tahun 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ·Nomor 

4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor f~i- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
·,.·.·:..~~ -. 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

N omor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 

ten tang 2004 Tahun 10 5. Undang-Undang Nomor 

/ 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3495); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 



PERATURAN~ DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS 
DAERAH KOTA SIBOLGA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

WALIKOTA SIBOLGA 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA 
·· .. ·.~~€:· -. 

Dengan Persetujuan Bersama 

Negara Republik Indonesia Nornor 4741); 

Pasal 1.. . 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 419 4); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4263); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Norn or 4 737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbaha'n Lembaran 
. ! 



2. Keteniuari . 

J. Satuan Polisi Pamong Praja. 
.,;:.;. 

1. Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing (Kelas B Non 

Pendidikan); dan -ce- 

h. Kantor Lingkungan Hidup; 

g. Kantor Perpustakaan dan Arsip; 
'·<-.~~? 

f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Lindungan Masyarakat; 

e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan; 

d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 

c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

b. Badan Perencanan Pembangunan Daerah; 

a. Inspektorat; 

(2) Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah : 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Orgaisasi Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah. 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga 

(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12) diubah sebagai 

berikut: 

Pasal I 



3. Keteniuari . 

d. Kelompok Jabatan Fungsional; 

e. Komite Medik; 

f. Komite Keperawatan; dan 

g. Staf Medis Fungsional. 

3. Bagian Keuangan dan Perencanaan, terdiri dari; 

a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran; 

b) Sub Bagian Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi. 

2. Bagian Rekam Medis dan Informasi, terdiri dari; 

a) Sub Bagian Rekam Medis, Informasi dan Laporan; 

b) Sub Bagian Hukum, P~masaran Sosial dan Perpustakaan. 

2. Bidang Keperawatan, terdiri dari; 

a) Seksi Pelayanan Askep dan Etika Keperawatan; 

b) Seksi monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Mutu Keperawatan. 

3. Bidang Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Mutu, terdiri dari; 

a) Seksi Diklat dan Litbang; 

b) Seksi Peningkatan Mutu da Kerjasama. 

c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi; 

1. Bagian Kesekretariatan, terdiri dari; 

a) Sub Bagian Ke:~tausahaa_n dan Kepegawaian; 

b) Sub Bagian Pe;I~gkapan dan Rumah Tangga. ,,, 

Pasal 14 

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing 

(Kelas B Non Pendidikan) terdiri dari : 

a. Direktur, membawahi; 

b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi; 

1. Bidang Pelayanan, terdiri dari; 

a) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Medis clan 

Penunjang Medis; 

b) Seksi Pengawasan, Pengendalian, Penerimaan dn Pernulangan 

Pasien. 

2. Ketentuan Pasal 14 Bagian Kesembilan diubah sehingga keseluruhan Pasal 

14 berbunyi sebagai berikut: 

/ 

Bagian Kesembilan 

Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing (Kelas B Non Pendidikan) 



Pasal II. . 

• .. 

4. Lampiran Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand 

Lumban Tobing (Kelas B Non -Perididikan] Kota Sibolga diubah menjadi 
;-.·i;.,,_ 

' .. .' .• }.-r:- 
se bagaimana tercanturn pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi 

merupakan jabatan struktural eselon IVa. 

(3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang 

pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand· Lumban To bing (Kelas B 

Non Pendidikan) merupakan jabatan struktural eselon Illb. 

(2) Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris pada Badan, Inspektur 

Pembantu, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand 

Lumban Tobing (Kelas B Non Pendidikan) merupakan Jabatan 

Struktural eselon Illa. 

(1) Inspektur, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Dr. 

Ferdinand Lumban Tobing (Kelas B Non Pendidikan) merupakan 

jabatan struktural eselon Ilb. 

BAB VII 

ESELON 

Pasal 19 

3. Ketentuan Pasal 19 BAB VII diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 

berbunyi sebagai berikut: 

/ 



Penjelasan . 

SYAIFUL BACHRI HASIBUAN 

LEMBARAN DAERAH KOTA SIB OLGA TAHUN 20 l O NOMOR 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA 

2010 

Diundangkan di Sibolga 

pada tanggal 

2010 

Sibolga 

;i.b-MEt - 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Sibolga. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

/ 



SAHAT P. PANGGABEAN 

-dto- 

WALIKOTA SIBOLGA, 

NOMOR 7 TAHUN 2010 
TANGGAL · 26 Mei 2010 

Dr. FERDINAND LUMBAN TOBING 
DIREKTUR (Kelas B Non Peudldikan] 

KOMITE I r KOMITE I KEPERAWATAN 
r I MEDIK I . 

SMF 
r l 

WAKIL DIREKTUR WAKIL DIREKTUR 
PELA YANAN UMUM DAN KEUANGAN 

l 
I l I I I Bl DANG Bl DANG BIDANG 

PERAWATAN PELA YANAN SOM DAN PENINGKATAN MUTU BAGIAN BA GIAN BA GIAN 
KESEKRET ARIA TAN REKAMMEDIS KEUANGAN 

___J I I DAN INFORMASI DAN PERENCANAAN 
I I I 

SEKSI SEKSJ PEMANTAUAN DAN SEKSI 
PELAYANAN ASKEP ~ PENGAWASAN FASILITAS PELAYANAN 

....__ 
DIKLAT DAN LITBANG SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN DAN ETIKA KEPERAWATAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS lo-- KETATAUSAHMN '-- REKAM MEDIS, INFORMASI <--- PENYUSUNANANGGARAN 

DAN KEPEGAWAIAN DAN LAPORAN 

EKSI MONITORING, EVALUASI SEKSI PENGAWASAN, SEKSI 
DAN PENINGKATAN MUTU L--- PENGENDALIAN, PENERIMAAN ,______ PENINGKATAN MUTU DAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN 

l<EPERAWATAN DAN PEMULANGAN PASIEN KERJASAMA '--- PERLENGKAPAN ...._ HUKUM, PEMASARAN SOSIAL '--- PERBENDAHARAAN, VERIVIKASI 
DAN RUMAH TANGGA · DAN PERPUSTAKAAN DAN AKUNTANSI 

[ I 
KELOMPOK JABATAN I INSTALASI I I KELOMPOKJABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

Lamprran : PERA't'ORAN DAERAH KOTA SIBOLGA e -· STRUKTUR ORGANislih 
Rum.ah Sakit Umum Daerah 


